BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 320 ayat (1)

Mengingat

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2019;

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41)
sebagaimana telah diubah dengan Undang — Undang Nomor 2 Tahun
1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan
Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang - Undang
Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang -
Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -
daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ; #

f




10.

11:

oidis

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang -
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
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244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
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Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Pedoman [Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 701);

Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2008 tentang
Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Blitar Tahun 2008 Nomor 3/A);

Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun
2011 Nomor 7/B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
(Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2017 Nomor 1/C,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 20);

Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar
Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016
Nomor 4/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor
10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Blitar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 4 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menegah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 (Lembaran
Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2017 Nomor 2/E Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 25); /‘ 1
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31. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016, tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 10/D, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Blitar Nomor 17);

30. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2017 Nomor 2/B,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 21 );

33. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar (Lembaran
Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2017 Nomor S5/E, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun
2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor
28);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
(Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2018 Nomor 16/A);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2019 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Blitar Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar
Tahun 2019 Nomor 6A);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLITAR
dan
BUPATI BLITAR
MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019.

;A




Pasal 1
(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan
memuat :

a. Laporan Realisasi Anggaran;

=

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c. Neracs;
d. Laporan Operasional,
e. Laporan Arus Kas;
f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
g. Catatan atas Laporan Keuangan.
(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri
dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha  milik

daerah/perusahaan daerah dan ikhtisar laporan realisasi APBDesa.

Pasal 2
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat

(1) huruf a Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

a. Pendapatan Rp 2.401.031.952.735,86
b. Belanja dan Transfer Rp 2.462.287.179.043.,71

Defisit Rp (61.255.226.307,85)
c. Pembiayaan

- Penerimaan Rp 237.755.424.912,11

- Pengeluaran Rp 0,00

Pembiayaan Netto Rp 237.755.424.912,11

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 sebagai berikut :
(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp(19.044.164.134,19) dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 2.420.076.1 16.870,05

b. Realisasi Rp 2.401.031.952.735,86
Selisih kurang Rp (19.044.164.134,19)
(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah

Rp(195.529.523.236,60) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp 2.657.816.702.280,31

b. Realisasi Rp 2.462.287.179.043,71
Selisih kurang Rp (195.529.523.236,60)
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(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah
Rp176.485.359.102,41 dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus/ (defisit) setelah perubahan Rp (237.740.585.410,26)

b. Realisasi Rp  (61.255.226.307,85)

Selisih lebih Rp 176.485.359.102,41

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah
Rp14.839.501,85 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran penerimaan pembiayaan

setelah perubahan Rp 237.740.585.410,26
b. Realisasi Rp 237.755.424.912,11
Selisih lebih Rp 14.839.501,85

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah
Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan

setelah perubahan Rp 0,00
b. Realisasi Rp 0,00
Selisih lebih/(kurang) Rp 0,00

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah
Rp14.839.501,85 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pembiayaan netto

setelahperubahan Rp 237.740.585.410,26
b. Realisasi Rp 237.755.424.912,11
Selisih lebih Rp 14.839.501,85

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 ayat (1) huruf b Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp 237.737.285.410,26
b. Penggunaan SAL sebagai
Penerimaan Pembiayaan Tahun
Berjalan Rp 237.737.324.912,11
Subtotal (a-b) Rp (39.501,859)
c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp. 176.500.198.604,26
Subtotal (a-b)+ ¢ Rp. 176.500.159.102,41
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan
Tahun Sebelumnya Rp 39.501.,85
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp 176.500.198.604,26
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Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf ¢ per 31

Desember Tahun 2019 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset Rp 4.448.281.215.370,09

b. Jumlah Kewajiban Rp 35.650.690.466,09

c. Jumlah Ekuitas Rp 4.412.630.524.904,00
Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)

huruf d Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

a. Pendapatan -LO Rp 2.424.893.949.744,58
b. Beban - LO Rp 2.202.583.603.149,48
Surplus dari Operasi Rp 222.310.346.595,10
c. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Rp (272.316.121,66)
d. Surplus sebelum Pos Luar Biasa Rp 222.038.030.473,44
e. Pos Luar Biasa Rp (62.434.500,00)
Surplus - LO Rp 221.975.595.973,44
Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf
e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2019
sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 januari tahun 2019 Rp  237.738.61 1.473,26

b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp 457.022.187.364,01
c. Arus kas dari aktivitas investasi Rp (518.277.413.671,86)
d. Arus kas dari aktivitas pendanaan Rp 18.100.000,00
e. Arus kas dari aktivitas transitoris Rp (5.186.561,15)
f.  Saldo akhir Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 3.900.000,00

g. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2019 Rp  176.500.198.604,26

Pasal 8
Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat
(1) huruf f Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal Rp 4.021.633.372.273,75
b. Surplus - LO Rp 221.975.595.973,44
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar :
- Koreksi Nilai Persediaan Rp 0,00
- Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp 0,00
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- Koreksi Ekuitas Lainnya Rp
d. Ekuitas Akhir

-10 -

169.021.556.656,81
Rp 4.412.630.524.904,00

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2019 memuat informasi baik secara

kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah, terdiri

atas :

a.

o

-

P ®mo oo oo

Lampiran I

Lampiran [.1

Lampiran 1.2

Lampiran 1.3

Lampiran [.4

Lampiran II
Lampiran III
Lampiran IV
Lampiran V
Lampiran VI
Lampiran VII
Lampiran VIII
Lampiran IX

Lampiran X

Lampiran XI

Laporan Realisasi Anggaran,;

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah Dan Organisasi;
Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan;
Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program Dan Kegiatan;

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah
Untuk Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Fungsi Dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
Neraca,

Laporan Operasional;

Laporan Arus Kas;

Laporan Perubahan Ekuitas;

Catatan atas Laporan Keuangan.

Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;

Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak
Tertagih;

Daftar Rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan
dana bergulir;

Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
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1. Lampiran XII  : Daftar Rekapitulasi penambahan dan

pengurangan aset tetap daerah,;

m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap daerah;
n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;

Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;

q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan
sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali

dalam tahun anggaran berikutnya;

Pasal 11
Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat

(2) terdiri atas :

a. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik
Daerah/Perusahaan Daerah;
b. Lampiran XXI : Ikhtisar Laporan Keuangan Desa;
Pasal 12

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Pasal 13
Semua temuan atau koreksi yang dilakukan oleh Badan Anggaran
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dinyatakan belum cukup harus
ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan

paling lambat akhir Tahun Anggaran 2020.

Pasal 14
Bupati Blitar menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai rincian lebih lanjut dari
pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 20109.
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Pasal 15
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 31 Agustus 2020

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 31 Agustus 2020
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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020 NOMOR 2/A
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR NOMOR 140-4/2020




